
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI

NOMOR KEP-196/WPJ.17/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintah yang baik, serta untuk mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan
penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menyusun Standar Pelayanan di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
tentang Standar Pelayanan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK./2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021

tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK BALI TENTANG STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Kantor Wilayah ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

KETIGA : Standar Pelayanan ini meliputi penyelenggaraan pelayanan
pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Bali ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 September 2024

http://tipettd/ KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT 
JENDERAL PAJAK BALI,

Ditandatangani secara elektronik
DARMAWAN
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
Nomor : KEP-196/WPJ.17/2024
Tanggal : 20 September 2024

STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI

Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah DJP Bali meliputi 13 (tiga belas) jenis

pelayanan, yaitu:

1. Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa 

Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah;

2. Permintaan Perubahan Metode Pembukuan Dan/Atau Tahun Buku Kedua, 

dan Seterusnya;

3. Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan 

Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat;

4. Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan 

Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika 

Serikat;

5. Angsuran atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan 

untuk Tujuan Perpajakan;

6. Pemusatan Tempat PPN Terutang;

7. Penambahan dan/atau Pengurangan Pemusatan Tempat PPN Terutang;

8. Perubahan Tempat Pemusatan PPN Terutang;

9. Pencabutan Pemusatan Tempat PPN Terutang;

10. Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

11. Penetapan Masa Manfaat atas Harta Berwujud Bukan Bangunan dan Harta

Tidak Berwujud;

12. Permintaan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka 

Penggabungan, Peleburan (Merger) atau Pemekaran Usaha;

13. Layanan Izin Riset.

http://tipettd/ KEPALA KANTOR WILAYAH 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI,

Ditandatangani secara elektronik
DARMAWAN
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Layanan Permintaan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta 

Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan (Merger) atau Pemekaran Usaha 

 

No. Komponen Keterangan 

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelayanan (services delivery) 

1 Produk Pelayanan a. Surat Permintaan Kelengkapan Data kepada Wajib 
Pajak, 

b. Surat Permintaan Konfirmasi mengenai pelunasan 
seluruh hutang pajak,  

c. Laporan Penelitian, 
d. Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai 

Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka 
Penggabungan/Peleburan Usaha, 

e. Surat Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku 
atas Pengalihan Harta Dalam Rangka 
Penggabungan/Peleburan Usaha, 

f. Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai 
Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka 
Pemekaran Usaha, 

g. Surat Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku 
atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran 
Usaha. 

2 Persyaratan Pelayanan a. Surat Permohonan Wajib Pajak beserta 
kelengkapannya, 

b. Surat Pengantar (SP). 

3 Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Penggunaan 
Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka 
Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha 
ke Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak Terdaftar (SOP Tata Cara Penyelesaian 
Permohonan Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka 
Penggabungan Usaha, Pengambilalihan Usaha, 
Atau Pemekaran Usaha); 

b. Kepala Kantor Wilayah mendisposisikan surat 
permohonan yang diterima Kantor Wilayah, baik 
langsung dari Wajib Pajak maupun melalui Kantor 
Pelayanan Pajak, diteruskan ke Kepala Bidang 
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. 
Proses penerimaan dokumen ini diproses dalam 
SOP Penerimaan Dokumen di Kanwil; 

c. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan 
Hubungan Masyarakat meneruskan surat 
permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Seksi 
Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi untuk diproses; 

d. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi 
menugaskan Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan 
dan Konsultasi untuk memproses surat permohonan 
Wajib Pajak; 

e. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan dan 
Konsultasi meneliti kelengkapan atas surat 
permohonan dan membuat konsep Surat Permintaan 
Konfirmasi pelunasan seluruh hutang pajak dari tiap 
badan usaha yang terkait termasuk utang pajak dari 
cabang atau perwakilan yang terdaftar di KPP-KPP 
lokasi. Dalam hal, dokumen yang dilampirkan pada 



surat permohonan tidak lengkap, Pelaksana Seksi 
Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi menyiapkan 
konsep Surat Permintaan Kelengkapan Data kepada 
Wajib Pajak) kemudian menyampaikannya kepada 
Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; 

f. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi 
meneliti dan memaraf konsep Surat Permintaan 
Kelengkapan Data kepada Wajib Pajak, konsep 
Surat Permintaan Konfirmasi dan menyampaikannya 
kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan 
Hubungan Masyarakat; 

g. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan 
Hubungan Masyarakat menelaah dan 
menandatangani Surat Permintaan Kelengkapan 
Data kepada Wajib Pajak dan konsep Surat 
Permintaan Konfirmasi; 

h. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan dan 
Konsultasi menatausahakan dan mengirimkan Surat 
Permintaan Kelengkapan Data kepada Wajib Pajak 
dan Surat Permintaan Konfirmasi kepada Kantor 
Pelayanan Pajak dengan menggunakan SOP 
Penyampaian Dokumen di Kanwil; 

i. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan dan 
Konsultasi menerima kelengkapan dari Wajib Pajak 
dan jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak 
kemudian menyiapkan konsep Laporan Penelitian 
dan konsep Surat Keputusan untuk kemudian 
menyampaikannya ke Kepala Seksi Bimbingan 
Pelayanan dan Konsultasi; 

j. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi 
meneliti dan memaraf konsep Laporan Penelitian dan 
konsep Surat Keputusan kemudian 
menyampaikannya ke Kepala Bidang Penyuluhan, 
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; 

k. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan 
Hubungan Masyarakat menelaah dan memaraf 
Laporan Penelitian dan konsep Surat Keputusan 
kemudian menyampaikannya ke Kepala Kantor 
Wilayah; 

l. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan 
menandatangani Laporan Penelitian dan Surat 
Keputusan; 

m. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan dan 
Konsultasi menatausahakan dan mengirimkan Surat 
Keputusan Persetujuan/Penolakan Penggunaan 
Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka 
Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha 
dalam SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil 
kepada Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan; 

n. Proses selesai. 

4 Jangka Waktu Penyelesaian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas 
nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
Keputusan persetujuan atau penolakan paling lama 1 
(satu) bulan sejak diterimanya permohonan secara 
lengkap 

5 Biaya/ Tarif Tidak Ada 



6 Penanganan Pengaduan, 
Saran, dan Masukan 

a. Kring Pajak 1500200 
b. Faksimile : (021) 5251245 
c. Email : pengaduan@pajak.go.id 
d. Twitter : @kring_pajak 
e. Website : pengaduan.pajak.go.id 
f. Chat Pajak : www.pajak.go.id 
g. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas 

atau unit kerja lainnya 
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LAYANAN IZIN RISET 
 

 

No. Komponen Keterangan 

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan 

(services delivery) 

1. Produk Pelayanan Surat Persetujuan/Penolakan Izin Riset 

2. Persyaratan Pelayanan Periset Mahasiswa: 

a. Surat keterangan atau pengantar dari badan, lembaga, 

sponsor, perguruan tinggi, atau membuat surat 

pernyataan melaksanakan riset secara mandiri; 

b. Proposal riset; dan 

c. Surat pernyataan bermeterai bersedia menyerahkan hasil 

riset ke DJP. 

 

Dokumen tambahan bagi periset selain mahasiswa: 

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang 

sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

untuk dua tahun pajak terakhir bagi yang sudah menjadi 

kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. bukti lunas dari tunggakan pajak, dapat berupa Surat 

Keterangan Fiskal (SKF) yang diperoleh melalui aplikasi 

eKSWP yang dapat diakses melalui di 

https://djponline.pajak.go.id. 

3. Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur 

a. Periset melakukan registrasi akun di alamat 
https://eriset.pajak.go.id; 

b. Periset menerima link aktivasi akun melalui email; 

c. Pengiriman link aktivasi akun dilakukan sesaat setelah 
proses registrasi akun berhasil; 

d. Periset mengisi permohonan dan mengunggah berkas 
kelengkapan permohonan; 

e. Periset mengirim permohonan; 

f. Periset menerima Bukti Penerimaan Permohonan Izin Riset 
melalui email; 

g. Pengiriman Bukti Penerimaan Permohonan Izin Riset 

diterbitkan sesaat setelah  permohonan izin riset dan 

berkas kelengkapannya berhasil dikirim; 

h. Periset dapat memantau kemajuan proses permohonan 

izin riset pada akun pengguna; 

i. Periset akan memperoleh surat persetujuan izin riset atau 

surat penolakan izin riset melalui email terdaftar 

berdasarkan proses yang telah berjalan. 

 
4. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Bukti Penerimaan 
Permohonan Izin Riset diterbitkan. 

5. Biaya/ Tarif Tidak ada 

https://eriset.pajak.go.id/


6. Penanganan Pengaduan, 

Saran, dan Masukan 

1. Kring Pajak 1500200 

2. Faksimile : (021) 5251245 

3. Email : pengaduan@pajak.go.id 

4. Twitter : @kring_pajak 

5. Website : pengaduan.pajak.go.id 

6. Chat Pajak : www.pajak.go.id 

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau 

unit kerja lainnya 
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